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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun

ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2027 juga memperhatikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada pemilihan

kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor

2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, serta

mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2027. Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD

Tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan Nasional di daerah yang meliputi kebijakan

program strategis Nasional, amanat pembangunan global/Nasional/regional, regulasi yang berlaku, dan

dinamika agenda pembangunan Nasional lainnya.

Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 juga memperhatikan berbagai proyeksi dalam

RKPD Tahun 2026. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan, mulai dari persiapan

penyusunan RKPD; penyusunan rencana awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang yang

dimulai dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Kota; perumusan rancangan akhir; dan penetapan RKPD.

Dokumen RKPD Tahun 2027 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan,

sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan

perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;

2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan

plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama

dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-

APBD);

3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing

kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana

kerja (Renja) perangkat daerah; dan

4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027
2

5. Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen penganggaran daerah,

yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan RKPD Kota Binjai Tahun 2027 secara sederhana dapat dibuat diagram pada Gambar

1.1 berikut

Gambar I.1
Diagram Proses Penyusunan RKPD 2027

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Kota

Binjai Tahun 2027, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun

2025 – 2029;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2027;

20. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2027;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
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22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2045;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2029;

25. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;

26. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2025-2029;

27. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun

2025-2029;

1.3 Hubungan Antar Dokumen RKPD
RKPD Kota Binjai tahun 2027 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanan lainnya

yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045

RKPD Kota Kota Binjai Tahun 2027 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode

2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah

kebijakan RPJPD Kota Binjai Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Sumatera

Utara dan RPJPN.

2. RKPD dengan RPJMD 2025-2029

RKPD Kota Binjai Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD tahun 2025-2029.

RKPD berisi penjabaran program pembangungan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target

capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target

pembangunan akhir periode RPJMD.

3. RKPD dan Renja PD

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan

yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

4. RKPD dan APBD

RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan

RKPD.

5. RKPD dan RTRW

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana

struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Binjai sebagai dasar untuk memantapkan lokasi

kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
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6. RKPD dan RPKD

Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2021-2026, di mana program-program dalam RPKD telah masuk ke

dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.

7. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam

program kegiatan di RKPD

8. RKPD dan SPM

Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

9. RKPD dengan Hasil Rakortekbang Tahun 2026

Hasil Rakortekbang Tahun 2026 menjadi dasar penyelarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan

daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2027

10. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan

penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan

yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi.

Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun

dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan

strategis perangkat daerah.
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Gambar I.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Binjai

1.4 Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027

dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 dan menetapkan

program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, indikator makro daerah, Standar

Pelayanan Minimal (SPM), serta target Pembangunan Nasional;

2. Sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan

pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kota

Binjai Tahun 2025-2045;

3. Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027.

1.4.2 Tujuan
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027

bertujuan untuk :

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dalam penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2027;
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2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2027 yang berpedoman pada dokumen

RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029;

3. Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi serta menjadi instrumen untuk

melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;

4. Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan

daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD Kota Binjai Tahun 2027
RKPD Kota Binjai Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan,

hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memberikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi

dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing

daerah. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan

tahun 2025 dan realisasinya terhadap target RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah

dan isu strategis di Kota Binjai.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2025 dan perkiraan tahun 2027, yang antara

lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan

pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2027 berdasarkan

hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2025, keterkaitannya dengan RPJPD dan

RPJMD serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat daerah dan Nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan daerah yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2027 beserta pagu indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi

panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU)

maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kota Binjai tahun 2027.
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BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografis
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara,

menyebutkan bahwa Kota Binjai terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu:

a. Kecamatan Binjai Utara;

b. Kecamatan Binjai Kota;

c. Kecamatan Binjai Barat;

d. Kecamatan Binjai Timur; dan

e. Kecamatan Binjai Selatan.

Luas wilayah Kota Binjai  ± 90,45 Km², dengan luas kecamatan yang paling luas terdapat pada

kecamatan Binjai Selatan dengan luas 29,96 Km², sedang wilayah yang paling keci terdapat pada kecamatan

Binjai Kota dengan luas wilayah sebesar 4,12 Km².

Gambar II.1
Luas Wilayah Kota Binjai (Km²)

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Binjai sebagai kota yang terdekat dengan ibukota Sumatera Utara, diapit oleh dua kabupaten besar

yaitu Langkat dan Deli Serdang. Binjai - Medan dapat ditempuh dengan jarak 22 Km. Wilayah Binjai luasnya

90,45 Km² atau hanya sebesar 0,13 persen dari total luas Sumatera Utara. Kota Binjai terdiri dari 37

kelurahan dan 5 kecamatan yaitu Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai

Timur, Kecamatan Binjai Utara dan Kecamatan Binjai Barat.

Binjai Selatan;
29,96

Binjai Kota; 4,12

Binjai Timur;
21,92

Binjai Utara;
23,59

Binjai Barat;
10,86

Binjai Selatan Binjai Kota Binjai Timur Binjai Utara Binjai Barat
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Table II.1
Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Binjai

No Kecamatan Jumlah
kelurahan

Jumlah
Lingkungan

1 Binjai Selatan 8 61

2 Binjai Kota 7 51

3 Binjai Timur 7 65

4 Binjai Utara 9 64

5 Binjai Barat 6 43

Kota Binjai 37 284

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS, 2026

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis
Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera

Utara, menyebutkan bahwa Kota Binjai mempunyai batas daerah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang;

b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang;

c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat.

Kota Binjai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ±30 meter diatas permukaan laut,

terletak pada posisi 3°31’ 40’’ – 3° 40’ 2’’ Lintang Utara dan 98° 27’ 3’’ – 98° 32’ 32’’ Bujur Timur. Luas

wilayah Kota Binjai adalah berupa daratan seluas 90,45 Km².

Gambar II.2
Peta Wilayah Kota Binjai

Sumber : RTRW Kota Binjai Tahun 2020-2040



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027
10

Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan pada Perda Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai

Tahun 2020-2040, Kota Binjai merupakan bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Mebidangro dengan fungsi

sebagai pusat permukiman, perdagangan, dan jasa serta industri yang berkelanjutan. Menurut Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Binjai, pembagian Sistem Pusat Pelayanan di Kota Binjai, masing – masing memiliki

fungsi sebagai berikut.

1. PPK Pusat Kota di Kecamatan Binjai Kota dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan

dan jasa serta sarana pelayanan umum

2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Binjai meliputi:

a. SPPK Kebun Lada di Kecamatan Binjai Utara, dengan fungsi perdagangan dan jasa skala

kecamatan, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;

b. SPPK Tunggurono di Kecamatan Binjai Timur,dengan fungsi industri, perdagangan dan jasa skala

kecamatan, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, pertahanan keamanan;

c. SPPK Suka Ramai, di Kecamatan Binjai Barat, dengan fungsi pusat pemerintahan kecamatan,

perdagangan dan jasa skala kecamatan, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi; dan

d. SPPK Puji Dadi, di Kecamatan Binjai Selatan,dengan fungsi perdagangan dan jasa skala

kecamatan dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

3. Pusat Lingkungan (PL) berfungsi sebagai pusat pemerintahan kelurahan, pendidikan dasar,

peribadatan skala lingkungan, perdagangan skala lingkungan, meliputi:

a. PL Jati Utomo;

b. PL Damai;

c. PL Jati Makmur;

d. PL Cengkeh Turi;

e. PL Wahidin;

f. PL Agus Salim;

g. PL Tunggurono;

h. PL Gunung Sinabung;

i. PL Tanah Seribu;

j. PL Bakti Karya;

k. PL Djuanda;

l. PL Samanhudi;

m. PL Bandar Sinembah;

n. PL Sukamaju;

o. PL Sukaramai;

p. PL Limau Sundai; dan

q. PL Payaroba.
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Wilayah Rawan Bencana

Jalur evakuasi bencana bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat

keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana Jenis rawan bencana yang potensial terjadi di

Kota Binjai ialah bencana alam meliputi genangan/banjir, dan bencana akibat manusia meliputi bencana

kebakaran. Bencana genangan air dapat tejadi dua bentuk, yaitu

1. limpahan balik kelebihan debit air akibat curah hujan yang tinggi atau banjir dari daerah hulu pada

sungai-sungai besar ke saluran drainase pembuangan ke sungai yang menyebabkan banjir/genangan

di sekitar drainase tersebut,

2. genangan pada lahan cekungan atau datar yang terhambat pembuangan ke sungai-sungai.

Jalur evakuasi bencana di Kota Binjai meliputi jaringan jalan menuju ke ruang evakuasi bencana yang

meliputi Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Timur, Kecamatan Binjai Barat

dan Kecamatan Binjai Selatan. Ruang evakuasi bencana di Kota Binjaii meliputi:

a. Stadion Olah Raga Binjai di Kecamatan Binjai Timur;

b. Gelanggang Olah Raga Binjai di Kecamatan Binjai Selatan;

c. Lapangan Merdeka Binjai di Kecamatan Binjai Kota; dan

d. Gedung sekolah yang meliputi Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai

Timur, Kecamatan Binjai Barat dan Kecamatan Binjai Selatan.

Adapun data kawasan rawan bencana di Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut :

Table II.2
Kawasan Rawan Bencana di Kota Binjai

Sumber : BPBD Kota Binjai Tahun 2026
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Klimatologi

Kondisi iklim sangat berpengaruh terhadap suatu daerah, baik pada potensi sumber daya alam

maupun potensi kebencanaan alam. Tinggi redahnya intensitas curah hujan sangat dipengaruhi oleh

perubahan iklim yang terjadi. Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim

hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan

pada tiap bulan terjadinya musim. Kecamatan yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Binjai

Selatan sebesar 290,00 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 13,17 hari dan Kecamatan Binjai Barat

sebesar 249,83 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 11,50 hari.

Table II.3
Kondisi Curah Hujan dan Hari Hujan Di Kota Binjai Tahun 2025

No Kecamatan Curah Hujan (mm³) Hari Hujan

1 Binjai Selatan 290,00 13,17

2 Binjai Kota - -

3 Binjai Timur 157,45 7,09

4 Binjai Utara 194,67 11,33

5 Binjai Barat 249,83 11,50

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS, 2026

Topografi dan Kemiringan Lereng

Karakteristik fisik dasar Kota Binjai pada umumnya berada pada topografi yang datar yang memanjang

dari bagian utara Kota Binjai sampai bagian wilayah selatan Kota Binjai dengan bentang alam yang tidak

berbukit, hanya sebagian kecil saja daerah wilayah Kota Binjai yang memiliki bentang alam yang berbukit

yaitu di wilayah bagaian selatan. Sehingga secara umum kawasan Kota Binjai merupakan wilayah dengan

kemiringan yang relatif landai dengan tingkat kelerengan 0,8% atau datar sehingga memiliki tingkat

kestabilan lereng yang sangat tinggi. Secara keseluruhan lahan yang ada di wilayah perencanaan termasuk

dalam kategori tingkat kemudahan pemanfaatan tinggi. Kota Binjai secara keseluruhan berada di ketinggi

berkisar antara 3 sampai 76,5 mdpl. Sehingga secara umum daerah Kota Binjai adalah kawasan dataran

rendah dengan ketinggian sekitar 28 mdpl.

Geologi

Secara geologis, Wilayah Kota Binjai memiliki struktur dan satuan yang kompleks dan telah beberapa

kali mengalami tumbukan dari proses tektonik. Kondisi geologi di Kota Binjai terdiri dari batuan hasil erupsi

gunung api, daya dukung cukup tinggi, batuan sedimen mempunyai porositas dan permeabilitas, dan batuan

sedimen mempunyai porositas kecil atau tidak ada sama. Kondisi geologi di Kota Binjai dapat dilihat pada

gambar berikut ini.

Hidrologi

Kota Binjai memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS). Dimana sebagian besar wilayah bagian barat

termasuk kedalam DAS wampu dan sebagian kecil wilayah daerah timur termasuk kedalam DAS belawan.
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Kota Binjai dilalui oleh tiga sungai besar yang menjadi sumber air permukaan yaitu Sungai Bingai, Sungai

Mencirim dan Sungai Bangkatan. Sungai Bangkatan merupakan anak Sungai Mencirim yang bertemu di

Kelurahan Pekan Binjai Kecamatan Binjai Kota, begitu juga Sungai Mencirim merupakan anak sungai dari

Sungai Bingai yang keduanya bertemu di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara.

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, perkembangan penduduk Kota Binjai

selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,20

persen. Jumlah penduduk Kota Binjai pada tahun 2024 sebesar 307.170 jiwa dan mengalami peningkatan

menjadi 310.932 jiwa pada tahun 2025. Perkembangan jumlah penduduk Kota Binjai dapat digambarkan

sebagaimana grafik berikut :

Gambar II.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Binjai

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Binjai Utara memiliki jumlah penduduk

terbanyak yaitu 90.832 jiwa atau 29,21 persen, sedangkan kecamatan Binjai Kota memiliki jumlah penduduk

terkecil yaitu 32.592 jiwa atau 10,48 persen.

Table II.5
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2025

No Kecamatan Penduduk Persentase
Penduduk

Kepadatan
Penduduk Per Km²

1 Binjai Selatan 62.612 20,14% 2.089,85
2 Binjai Kota 32.592 10,48% 7.910,68
3 Binjai Timur 70.388 22,64% 3.211,13
4 Binjai Utara 90.832 29,21% 3.850,45
5 Binjai Barat 54.508 17,53% 5.019,15

Kota Binjai 310.932 100,00% 3.437,61
Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Jumlah penduduk Kota Binjai pada tahun 2024 sekitar 307.170 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak

sebanyak 153.581 jiwa dan perempuan sebanyak 153.589 jiwa. Pada tahun 2025 jumlah penduduk kota

binjai mengalami peningkatan menjadi 310.932 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 155.462 jiwa dan

perempuan sebanyak 155.470 jiwa. Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi

300.009

303.272

307.170

310.932

 290.000  295.000  300.000  305.000  310.000  315.000

2022

2023

2024

2025
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di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang

merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun

ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga tidak heran jika daerah perkotaan memiliki

tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Dilihat dari kepadatan penduduk, Kota Binjai memiliki kepadatan

penduduk mencapai 3.437 jiwa per km².

Table II.6
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Binjai Tahun 2025

No Kecamatan
Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Binjai Selatan 31.650 30.962 62.612
2 Binjai Kota 16.282 16.310 32.592
3 Binjai Timur 35.231 35.157 70.388
4 Binjai Utara 45.557 45.275 90.832
5 Binjai Barat 26.742 27.766 54.508

Kota Binjai 155.462 155.470 310.932
Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Struktur umur penduduk dibedakan kedalam tiga kelompok, yaitu: kelompok umur muda (dibawah 15

tahun), kelompok umur produktif (15-64 tahun), dan kelompok umur tua (65 tahun keatas). Pada tahun 2025

sebagian besar penduduk Kota Binjai adalah kelompok usia produktif (15-64 tahun), karena mencapai

211.015 jiwa atau 67,86 persen, kemudian kelompok anak-anak (0-14 tahun) mencapai 79.047 jiwa atau

25.42 persen dan kelompok lanjut usia (65 tahun ke atas) mencapai 20.870 jiwa atau 6,71 persen.

Table II.7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Binjai Tahun 2025

No Kelompok Umur
Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan Jumlah
1 0 - 4 12.662 12.139 24.801
2 05-09 14.920 13.967 28.887
3 10-14 13.172 12.187 25.359
4 15 - 19 12.466 11.409 23.875
5 20 - 24 11.529 10.899 22.428
6 25 - 29 12.372 12.034 24.406
7 30 - 34 12.438 12.480 24.918
8 35 - 39 11.798 11.938 23.736
9 40 - 44 11.307 11.653 22.960
10 45 - 49 10.396 10.405 20.801

No Kelompok Umur
Jenis Kelamin

Laki-laki Perempuan Jumlah
11 50 - 54 9.187 9.798 18.985
12 55 - 59 7.632 8.338 15.970
13 60 - 64 6.141 6.795 12.936
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14 65 - 69 4.575 5.044 9.619
15 70 - 74 2.869 3.470 6.339
16 75+ 1.998 2.914 4.912

Kota Binjai 155.462 155.470 310.932
Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Pertumbuhan Penduduk

Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan

penduduk selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2022 pertumbuhan penduduk

tercatat 1,59 persen dan menurun lagi menjadi 1,28 persen pada tahun 2025.

Gambar I.3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Binjai (%)

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Adapun capian indikator kinerja daerah Kota Binjai pada aspek geografi dan demografi dapat dilihat

pada tabel II.8

Table II.8
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Binjai Pada Aspek Geografi dan Demografi Tahun 2025

No Indikator Satuan Baseline
2024

Target
2025

Realisasi
2025

Capaian
Kinerja

I ASPEK GEOGRAFI DAN
DEMOGRAFI

1 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ton CO2eq n/a 85.611,88 N/A

2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 60,81 74,19 61,54 82,95

3 Prevalensi Ketidakcukupan
Konsumsi Pangan

Persen 7,63 7,48 9,22 123,26

4 Indeks Ketahanan Pangan Poin 87,25 88,22 N/A

1,59%

1,40%

1,29%

1,28%

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%

2022
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2024

2025
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5 Konsumsi Listrik per Kapita Kwh n/a 800 N/A

6 Akses Rumah Tangga Perkotaan
terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Persen n/a 0 N/A

7 Rumah Tangga dengan Akses
Sanitasi Aman

Persen n/a 5 2 40

8 Proporsi Rumah Tangga dengan
Layanan Penuh Pengumpulan
Sampah

Persen n/a 72 N/A

9 Indeks Risiko Bencana Poin 103,2 103,18 154,85 150,08

10 Kapasitas Air Baku / Kapasitas
Tampungan Air

M3/Detik n/a 315,8 N/A

Sumber : Pendataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai, 2026

2.2Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan

daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek

kesejahteraan masyarakat meliputi aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan ekonomi dan aspek

kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial budaya. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan

masyarakat sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut

1. Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan atau produksi dalam satu daerah dari tahun

ke tahun. Kinerja pembangunan daerah salah satunya diukur dari pertumbuhan ekonomi yaitu dengan

menggunakan pengamatan terhadap nilai Produk Domestik Regional bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi

sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi

Kota Binjai sebesar 4,18 persen dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 4,50 persen. Kondisi

perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Binjai selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukan

perkembangan yang fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,77 persen.

Gambar II.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai (persen)

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS
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Target kinerja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Binjai pada tahun 2025 sekitar

4,70-5,10 persen dan terealisasi menjadi 4,50 persen pada tahun 2025, dengan capaian kinerja

pembangunan sebesar 88,23 persen.

Gambar II.5
Capaian Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Binjai Tahun 2025 (persen)

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Pertumbuhan ekonomi Kota Binjai tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,43 persen dari tahun

sebelumnya, hal ini menunjukan laju peningkatan aktivitas ekonomi lebih lambat dibanding periode

sebelumnya. Dengan kata lain, ekonomi tetap tumbuh tetapi tidak secepat sebelumnya atau dalam kondisi

tertentu bisa mendekati stagnasi.

Pemerintah Kota Binjai akan berupaya terus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan

beberapa kebijakan seperti meningkatkan investasi dengan mempermudah perizinan usaha karena

peningkatan investasi akan menambah kapasitas produksi dan membuka lapangan kerja, meningkatkan

SDM yang berkualitas dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas, meningkatkan kualitas Infrastruktur

yang baik untuk memperlancar distribusi barang dan jasa dan mendorong UMKM untuk berkembang dan

memperluas kesempatan kerja.

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kesejahteraan

ekonomi. Kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan

dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari segi pengeluaran. Persentase penduduk

miskin Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 5,10 persen dan mengalami penurunan yang cukup signifikan

pada tahun 2025 menjadi 4,71 persen. Kondisi persentase penduduk miskin Kota Binjai selama 4 (empat)

tahun terakhir cendrung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 2,58 persen, hal ini

yang menunjukkan bahwa kondisi perekonomian mulai membaik dan program-program pemerintah berjalan

dengan efektif.
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Gambar II.6
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Binjai (persen)

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Selama 4 (empat) tahun terakhir perkembangan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang

cukup signifikan. Jumlah penduduk miskin Kota Binjai mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar

14.610 jiwa menjadi 13.870 jiwa pada tahun 2025, dengan rata-rata penurunan sebesar 1,68 persen.

Penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Binjai sangat dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian yang

mulai membaik dan didukung oleh derajat kesehatan masyarakat dan akses terhadap barang dan jasa

semakin meningkat.

Gambar II.7
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Binjai

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS
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Target kinerja pembangunan terhadap persentase penduduk miskin Kota Binjai pada tahun 2025

sebesar 4,66 persen dan terealisasi menjadi 4,71 persen pada tahun 2025, dengan capaian kinerja

pembangunan sebesar 98,93 persen.

Gambar II.8
Capaian Target dan Realisasi Persentase Penduduk Miskin Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Pencapaian target persentase penduduk miskin Kota Binjai belum mencapai target yang di tetapkan

dalam RPJMD. Pemerintah Kota Binjai akan terus berupaya menurunkan persentase penduduk miskin

dengan memperkuat program pengentasan kemikinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih

inklusif agar manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Binjai

berupaya untuk memperluas lapangan kerja produktif, mengendalikan inflasi, memperbaiki ketepatan

sasaran bantuan sosial dan meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja.

PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator penting untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi suatu

daerah dan perkembangan pembangunan regional. PDRB per kapita (Produk Domestik Regional Bruto per

kapita) adalah rata-rata pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah dalam satu tahun, yang dihitung

dari total PDRB dibagi jumlah penduduk. Semakin besar angka PDRB per kapita, umumnya menunjukkan

tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi di wilayah tersebut. PDRB per kapita

Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 44,39 juta rupiah dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 53,53 juta

rupiah. Kondisi perkembangan PDRB per kapita Kota Binjai selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami

peningkatan yang cukup positif, dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,45 persen.

Gambar II.9
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Binjai (Juta Rupiah)

Sumber : PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha, BPS
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Target kinerja pembangunan terhadap PDRB per kapita Kota Binjai pada tahun 2025 sebesar 51,50

juta rupiah dan terealisasi menjadi 53,53 juta rupiah pada tahun 2025, dengan capaian kinerja pembangunan

sebesar 103,94 persen.

Gambar II.10
Capaian Target dan Realisasi PDRB Per Kapita Kota Binjai Tahun 2025 (juta Rupiah)

Sumber : PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha, BPS

Pemerintah Kota Binjai akan terus berupaya dalam meningkatkan PDRB per kapita Kota Binjai dengan

berfokus pada dua hal utama: meningkatkan total nilai tambah ekonomi daerah dan meningkatkan

pendapatan masyarakat secara merata. Peningkatan PDRB per kapita dilakukan melalui penguatan sektor

unggulan daerah, peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya

manusia guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara

Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi diukur berdasarkan seberapa besar nilai

tambah bruto (lapangan usaha) yang dihasilkan wilayah tersebut terhadap total ekonomi regional. Pada

tahun 2022, kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara mencapai 1,39 persen

dan mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 1,35 persen. Kondisi perkembangan kontribusi PDRB

Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan

yang signifikan, dengan rata-rata penurunan sebesar 1,15 persen.

Gambar II.11
Perkembangan Kontribusi PDRB Kota Binjai (ADHB) Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara (persen)

Sumber : PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha, BPS
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Target kinerja pembangunan terhadap kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera

Utara pada tahun 2025 sebesar 1,30 persen dan terealisasi menjadi 1,35 persen pada tahun 2025, dengan

capaian kinerja pembangunan sebesar 103,57 persen.

Gambar II.12
Capaian Target dan Realisasi Kontribusi PDRB Kota Binjai (ADHB) Terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2025 (persen)

Sumber : PDRB Kota Binjai Menurut Lapangan Usaha, BPS

Pencapaian target kontribusi PDRB Kota Binjai terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara dapat

tercapai karena pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Binjai yang semakin kuat, investasi mulai meningkat,

infrastruktur memadai, dan kebijakan daerah yang mendukung perkembangan ekonomi.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran dibandingkan

dengan jumlah angkatan kerja (penduduk berusia 15 tahun ke atas). Nilai TPT mencerminkan seberapa

besar jumlah tenaga kerja yang belum dimanfaatkan. Menurut BPS, pengangguran mencakup penduduk

yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin

mendapatkan pekerjaan, atau telah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Perkembangan tingkat

pengangguran terbuka di Kota Binjai selama 4 (empat) tahun terakhir cendrung mengalami penurunan

dengan rata-rata penurunan sebesar 5, 40 persen. Tingkat pengangguran terbuka Kota Binjai pada tahun

2022 mencapai 6,36 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 5,37 persen.

Gambar II.13
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS
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Target kinerja pembangunan terhadap tingkat pengangguran terbuka Kota Binjai pada tahun 2025

sebesar 5,40 persen dan terealisasi menjadi 5,37 persen pada tahun 2025, dengan capaian kinerja

pembangunan sebesar 100,55 persen.

Gambar II.14
Capaian Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Tercapainya target TPT Kota Binjai menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan

ketenagakerjaan berjalan efektif, sehingga lebih banyak penduduk usia kerja yang terserap ke dalam

kegiatan ekonomi produktif melalui program Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan tenaga kerja.

Rasio Gini

Indeks Gini merupakan indikator makro ekonomi menggambarkan kesejahteraan suatu wilayah

dengan mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan di suatu wilayah tertentu. Indeks

Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Semakin

mendekati 1, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang menunjukkan ketimpangan

yang sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0, semakin rendah tingkat ketimpangan pendapatan yang

menunjukkan pemerataan yang sempurna. Tingkat ketimpangan dalam Indeks Gini dibagi menjadi tiga

kategori diantaranya rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang (0,3 < Indeks Gini < 0,4), dan tinggi (Indeks Gini >

0,4). Pada Tahun 2022 rasio gini Kota Binjai mencapai 0,312 poin dan mengalami peningkatan pada tahun

2025 menjadi 0,320 poin. Kondisi perkembangan rasio gini selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukan tren

peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,87 persen.

Gambar II.15
Perkembangan Rasio Gini Kota Binjai

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS
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Target kinerja pembangunan terhadap rasio gini Kota Binjai pada tahun 2025 sebesar 0,314 poin dan

terealisasi menjadi 0,320 poin pada tahun 2025, dengan capaian kinerja pembangunan sebesar 98,09

persen.

Gambar II.16
Capaian Target dan Realisasi Rasio Gini Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Rasio Gini meningkat menunjukan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masayarakat semakin

melebar. Artinya, perbedaan pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah

semakin besar. Pemerintah Kota Binjai akan terus berupaya untuk menurunkan kesenjangan ekonomi

dengan program-program yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat seperti memperluas lapangan

pekerjaan, program bantuan sosial dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan

pembangunan manusia di suatu wilayah atau negara. IPM tidak hanya mengukur pertumbuhan ekonomi,

tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM sering digunakan

untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dan kinerja pemerintah dalam pembangunan manusia.

Dengan demikian, IPM adalah alat yang penting untuk mengukur dan memahami kemajuan

pembangunan manusia, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat. Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai sebesar 76,95 poin dan

meningkat pada tahun 2025 menjadi 79,20 poin. Kondisi perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota

Binjai selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup positif, dengan rata-rata

peningkatan sebesar 0,97 persen.
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Gambar II.17
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Binjai

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Target kinerja pembangunan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai pada tahun 2025

sebesar 79,12 poin dan terealisasi menjadi 79,20 poin pada tahun 2025, dengan capaian kinerja

pembangunan sebesar 100,10 persen.

Gambar II.18
Capaian Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat

suatu daerah semakin baik, dengan indikasi meningkatnya angka harapan hidup, bertambahnya rata-rata

lama sekolah dan harapan lama sekolah serta meningkatnya pendapatan per kapita atau daya beli

masyarakat. Jika IPM meningkat, artinya pembangunan manusia berjalan dengan baik karena masyarakat

semakin sehat, berpendidikan, dan sejahtera.

Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun yang diharapkan dapat dijalani oleh seseorang

sejak lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan saat ini akan terus berlanjut sepanjang hidupnya. Ini

adalah indikator penting untuk mengukur kualitas kesehatan dan kondisi sosial masyarakat. Usia harapan

hidup juga menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah dan pusat

menggunakan data usia harapan hidup untuk mengevaluasi program pembangunan dan merumuskan
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kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perkembangan usia harapan hidup

selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukan tren peningkatan yang cukup positif, dengan nilai pertumbuhan

rata-rata usia harapan hidup sebesar 0,92 persen.

Gambar II.19
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Binjai (Tahun)

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Target kinerja pembangunan terhadap usia harapan hidup Kota Binjai pada tahun 2025 ditetapkan

sebesar 74,75 tahun dan terealisasi menjadi 74,81 tahun pada tahun 2025, dengan capaian kinerja

pembangunan sebesar 100,08 persen.

Gambar II.20
Capaian Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup di Kota Binjai

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Usia Harapan Hidup (UHH) mengalami peningkatan menunjukkan bahwa kualitas hidup dan derajat

kesehatan masyarakat Kota Binjai semakin baik, dengan indikasi pelayanan kesehatan semakin membaik,

asupan makanan lebih bergizi dan kesadaran hidup sehat lebih meningkat. Secara umum, meningkatnya

usia harapan hidup mencerminkan kemajuan pembangunan di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi suatu

daerah.
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Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran kuantitatif kualitas keluarga di Indonesia

yang disusun oleh BKKBN berdasarkan dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. iBangga

digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan keluarga, berkorelasi positif dengan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), dan menjadi indikator kinerja pemerintah daerah. iBangga mengukur

pembangunan keluarga dari beberapa dimensi seperti ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan

keluarga. Indeks pembangunan keluarga (iBangga) pada tahun 2025 mencapai 69,2 poin, angka ini sudah

melebihi dari target kinerja pembangunan terhadap indeks pembangunan keluarga (iBangga) yang

ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai sebesar 64,2 poin dengan capaian kinerja pembangunan sebesar

107,79 persen.

Gambar II.21
Capaian Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, 2025

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) meningkat karena kualitas dan kesejahteraan keluarga di

Kota Binjai semakin baik. Pencapaian ini juga menunjukan program keluarga berencana dan ketahanan

keluarga berjalan secara efektif, dimana masyarakat Kota Binjai telah mengadopsi praktik-praktik pola asuh

anak yang positif, gizi anak dan ibu yang membaik dan usaha keluarga yang semakin berkembang.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan

penduduk. RLS dihitung dengan menjumlahkan tahun-tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh

penduduk usia 15 tahun ke atas. Peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi salah satu prioritas

pembangunan pendidikan di Indonesia, karena pendidikan yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kota Binjai

selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata

peningkatan sebesar 0,09 persen. Kondisi rata-rata lama sekolah di Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar

11,18 tahun dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 11,21 tahun.
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Gambar II.22
Perkembangan  Rata-rata Lama Sekolah di Kota Binjai

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Target kinerja pembangunan terhadap rata-rata lama sekolah di Kota Binjai pada tahun 2025 sebesar

11,49 tahun dan terealisasi sebesar 11,21 tahun, dengan capaian kinerja pembangunan sebesar 97,56

persen. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)  Kota Binjai belum mencapai target, hal ini menunjukkan bahwa

tingkat pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas masih di bawah yang direncanakan. Artinya, masih ada

masyarakat yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan sesuai standar yang diharapkan.

Gambar II.23
Capaian Target dan Realisasi Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Pemerintah Kota Binjai akan terus berupaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui

penguatan akses dan pemerataan layanan pendidikan. Pemerintah Kota Binjai akan meningkatkan intervensi

melalui program pencegahan putus sekolah, dukungan pembiayaan pendidikan, serta optimalisasi

pendidikan kesetaraan guna mendorong peningkatan capaian pendidikan masyarakat.
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Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) adalah indikator yang mengukur berapa lama, dalam tahun, seorang

anak diharapkan untuk bersekolah selama hidupnya. HLS berbeda dengan rata-rata lama sekolah (RLS),

yang mengukur berapa lama orang dewasa telah menyelesaikan pendidikan formal. HLS digunakan untuk

melihat potensi pembangunan sistem pendidikan, sementara RLS digunakan untuk melihat kualitas sumber

daya manusia di suatu wilayah. HLS mengukur potensi pendidikan seorang anak, bukan hanya berapa lama

mereka telah bersekolah sampai saat ini. Perkembangan angka harapan lama sekolah di Kota Binjai selama

4 (empat) tahun terakhir menunjukan peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata peningkatan

sebesar 0,77 persen. Kondisi harapan lama sekolah di Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 13,87 tahun

dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi 14,19 tahun.

Gambar II.24
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Binjai

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Target kinerja pembangunan terhadap angka harapan lama sekolah di Kota Binjai pada tahun 2025

sebesar 14,27 tahun dan terealisasi sebesar 14,19 tahun, dengan capaian kinerja pembangunan sebesar

99,44 persen. Harapan Lama Sekolah di Kota Binjai tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan, hal

ini menunjukkan bahwa peluang anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih

tinggi masih lebih rendah dari yang direncanakan.
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Gambar II.25
Capaian Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Pemerintah Kota Binjai akan terus berupaya dalam meningkatkan angka harapan lama sekolah

dengan meningkatkan akses dan dukungan keberlanjutan pendidikan bagi anak usia sekolah melalui

penguatan kebijakan pemerataan layanan pendidikan, bantuan pembiayaan, serta program pencegahan

putus sekolah guna meningkatkan peluang anak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat

harmoni, toleransi, dan kerja sama antarumat beragama di suatu wilayah, baik di tingkat Nasional maupun

daerah. IKUB memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat dengan latar belakang agama yang

berbeda dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan berinteraksi secara positif.

Target kinerja pembangunan terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2025 sebesar

70 poin dan terealisasi pada tahun 2025 sebesar 81,56 poin, dengan capaian kinerja pembangunan sebesar

116,51 persen.

Gambar II.26
Capaian Target dan Realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Binjai Tahun 2025 (poin)

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, 2026

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kota Binjai telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam

RPJMD Kota Binjai, hal ini menunjukan keberhasilan Pemerintah Kota Binjai dalam menjaga dan

memperkuat toleransi, kesetaraan, serta kerja sama antar umat beragama, sehingga tercipta kehidupan

masyarakat yang harmonis dan stabil.
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Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan

oleh pemerintah daerah (tingkat Provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan

perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu :

1. Pemerataan layanan perpustakaan

2. Ketercukupan koleksi

3. Ketercukupan tenaga perpustakaan

4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari

5. Jumlah perpustakaan ber-SNP

6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi

7. Anggota perpustakaan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi

masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari

data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan

sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.

Perkembangan indeks pembangunan literasi masyarakat di Kota Binjai selama 4 (empat) tahun

terakhir menunjukan perkembangan yang cukup signifikan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,35

persen. Indeks pembangunan literasi masyarakat di Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 41,44 poin dan

meningkat pada tahun 2025 menjadi 49,90 poin, hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya

pengembangan budaya literasi di masyarakat.

Gambar II.27
Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kota Binjai

Sumber : Dinas Perpustakaan Kota Binjai, 2026
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Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat

kesejahteraan petani. NTP merefleksikan daya beli petani, yaitu kemampuan petani untuk menukar hasil

produksi pertanian mereka dengan barang dan jasa yang mereka butuhkan, baik untuk konsumsi rumah

tangga maupun untuk biaya produksi pertanian. Target kinerja pembangunan terhadap nilai tukar petani di

Kota Binjai pada tahun 2025 sebesar 90 poin dan terealisasi menjadi 125,35 poin pada tahun 2025, dengan

capaian kinerja pembangunan sebesar 139,28 persen.

Gambar II.28
Capaian Target dan Realisasi NIlai Tukar Petani di Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, 2026

Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan, artinya kesejahteraan dan daya beli petani semakin

baik, dimana pendapatan dari sektor pertanian meningkat dibandingkan dengan pengeluarannya.

Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) adalah suatu ukuran komposit yang dirancang untuk

menggambarkan capaian pembangunan kesejahteraan sosial di suatu wilayah (Nasional atau daerah). IKS

memberikan gambaran kualitatif dan kuantitatif tentang kondisi sosial masyarakat, melampaui sekadar

indikator ekonomi. Berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang fokus pada kesehatan,

pendidikan, dan standar hidup layak, IKS cenderung lebih luas dan dalam, seringkali mencakup dimensi

yang lebih spesifik terkait dengan kondisi sosial dan upaya peningkatan kualitas hidup, terutama bagi

kelompok rentan.

Target kinerja pembangunan terhadap Indeks Kesejahteraan Sosial pada tahun 2025 sebesar 60 poin

dan terealisasi menjadi 65 poin pada tahun 2025, dengan capaian kinerja pembangunan sebesar 108,33

persen.
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Gambar II.29
Capaian Target dan Realisasi Indeks Kesejahteraan Sosial Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Dinas Sosial Kota Binjai, 2026

Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial berjalan secara efektif serta

memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Adapun capian indikator kinerja daerah Kota Binjai pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat

dilihat pada tabel II.

Table II.9
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Binjai Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2025

No Indikator Satuan Baseline
2024

Target
2025

Realisasi
2025

Capaian
Kinerja

II ASPEK KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

1 Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,66 4,70-5,10 4,50 88,24

2 Tingkat Kemiskinan Persen 4,75 4,26-4,66 4,71 98,93

3 PDRB per Kapita Rp Juta 50,75 51,5 53,53 103,94

4 Kontribusi PDRB Kota Binjai
terhadap PDRB Provinsi Sumatera
Utara

Persen 1,16 1,19 1,35 113,45

5 Tingkat Pengangguran Terbuka persen 5,44 5,07-5,40 5,37 100,56

6 Rasio Gini Indeks 0,318 0,312-0,311 0,320 97,11

7 Indeks Pembangunan Manusia Persen 78,67 79,52-79,12 79,2 100,10

8 Usia Harapan Hidup Tahun 74,45 74,75 74,81 100,08

9 Indeks Pembangunan Keluarga
(iBangga)

poin 63.31:63.8 63.8:64.2 69,20 107,79

10 Prevalensi Stunting Persen 22,3 18,2 22,3
(2024)

77,47

11 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 11,2 11,49 11,21 97,56

12 Harapan Lama Sekolah Tahun 14,18 14,27 14,19 99,44

13 Kemampuan Literasi Berkategori
Baik Tingkat SD

persen n/a 59,16 N/A

14 Kemampuan Literasi Berkategori
Baik Tingkat SMP

persen n/a 59,16 N/A

15 Kemampuan Numerasi Berkategori
Baik Tingkat SD

persen n/a 48,23 N/A
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16 Kemampuan Numerasi Berkategori
Baik Tingkat SMP

persen n/a 48,23 N/A

17 Cakupan Kepesertaan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Kota Binjai

persen n/a 68 N/A

18 Indeks Kerukunan Umat Beragama Poin n/a 70 81,56 116,51

19 Indeks Pembangunan Kebudayaan Poin 54 54 N/A

20 Indeks Pembangunan Gender
(IPG)

poin 91,38 91,4 91,85
(2024)

100,49

21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan

Persen n/a 49,3 49,12
(2024)

99,63

22 Persentase Perlindungan,
Pelestarian dan Pemanfaatan
Cagar budaya (Benda dan Tak
Benda)

Persen 96,77 96,77 71,43 73,81

23 Persentase penyandang disabilitas
bekerja di sektor formal

Persen n/a 18,25 100 547,95

24 Jumlah penyandang disabilitas
yang mendapatkan fasilitasi dari
Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan dan/atau dari
Dinas yang menangani bidang
ketenagakerjaan

Jumlah
Penyandang
Disabilitas

5 6 4 66,67

25 Jumlah Unit Layanan Disabilitas
Bidang Ketenagakerjaan di tingkat
kota

Unit 1 1 1 100,00

26 Cakupan Kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional

Persen 95,76 98,6 98,99 100,40

27 Cakupan UHC Persen n/a 87,41 N/A

28 Cakupan penemuan dan
pengobatan tuberkulosis (treatment
coverage)

Persen n/a 90 127,95 142,17

29 Angka keberhasilan pengobatan
tuberkulosis (treatment success
rate)

Persen 87 90 19,76 21,96

30 Indeks Pembangunan Olahraga Poin n/a n/a N/A

31 Indeks Pembangunan Literasi
Masyarakat

Poin 57,25 49,9 49,9 100,00

32 Nilai Tukar Petani n/a n/a 90 125,35 139,28

34 Nilai Tukar Pembudidaya
Perikanan

Poin n/a n/a 104,09 100,00

35 Indeks Perlindungan Anak Poin 67,59 n/a 71,20
(2024)

100,00

36 Indeks Zakat Nasional Poin 0,47 0,49 0,47 95,92

37 Indeks Kesejahteraan Sosial Persen n/a 60 65 108,33

Sumber : Pendataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai, 2026

2.3 Aspek Daya Saing Daerah
Aspek daya saing Kota Binjai menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana kota ini dapat

beradaptasi dan berkembang di tengah dinamika global yang terus berubah. Daya saing Binjai mencakup

berbagai dimensi, dimulai dari kualitas sumber daya manusia yang menjadi dasar utama dalam

pembangunan daerah. Selain itu, penerapan teknologi, inovasi, dan peningkatan produktivitas ekonomi yang

mendukung pertumbuhan menjadi kunci utama. Daya saing daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam

mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus tetap kompetitif terhadap daerah lain.
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Tingkat Inflasi
Kondisi harga dapat dikatakan inflasi jika terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan

terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi menyebabkan pelemahan pada nilai mata uang setiap

penduduk. Perubahan kurs rupiah juga dapat menyebabkan inflasi akibat naiknya harga bahan baku impor.

Dalam cakupan ekonomi makro salah satu acuan yang digunakan untuk melihat/mengukur stabilitas

perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi dipandang sebagai salah satu faktor terpenting yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Pemulihan ekonomi yang menunjukkan tren positif ditandai

oleh meningkatnya aktivitas perekonomian.

Dalam penentuan angka inflasi Kota Binjai mengacu pada angka inflasi Kota Binjai berdasarkan

penentuan jumlah, jenis dan kualitas dalam paket komoditi barang dan jasa serta bobot timbangan dalam

Indeks Harga Konsumen (IHK) didasarkan pada survey biaya hidup (SBH). Tingkat inflasi year to year (y-to-

y) Kota Binjai pada Desember tahun 2022 sebesar 6,10 persen dan menurun menjadi 4,36 persen (y-to-y)

pada Desember 2025. Kondisi perkembangan tingkat inflasi (y-to-y) Kota Binjai selama 4 (empat) tahun

terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dimana tingkat inflasi Kota Binjai pada tahun 2024

sebesar 2,12 persen dan mengalami kenaikan sebesar 105,67 persen pada tahun 2025 menjadi 4,36 persen.

Gambar II.30
Perkembangan Tingkat Inflasi (y-to-y) Kota Binjai (persen)

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Target kinerja pembangunan terhadap tingkat inflasi Kota Binjai pada tahun 2025 sekitar 2,00-4,00

persen dan terealisasi menjadi 4,36 persen pada tahun 2025, dengan capaian kinerja pembangunan sebesar

91 persen.
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Gambar II.31
Capaian Target dan Realisasi Tingkat Inflasi Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Kota Binjai Dalam Angka, BPS

Pemerintah Kota Binjai akan terus berupaya dalam mengendalikan tingkat inflasi dengan berfokus

pada pengendalian harga dan kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok, mengadakan operasi pasar

murah saat harga naik, mengawasi harga di pasar tradisional dan modern, Kerja Sama dengan Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga

terkait.

Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai dan

mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melakukan inovasi. IID memberikan gambaran kuantitatif

tentang sejauh mana suatu daerah telah berhasil menciptakan ekosistem yang kondusif untuk inovasi, serta

seberapa efektif inovasi tersebut dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. IID disusun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Balitbang, dan menjadi salah

satu indikator penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan daerah.

Inovasi merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

IID mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan,

dan pembangunan ekonomi. Indeks inovasi daerah Kota Binjai selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami

peningkatan sebesar 43,79 persen, dimana pada tahun 2024 sebesar 37,93 poin dan pada tahun 2025

mengalami peningkatan menjadi 54,54 poin. Peningkatan indeks inovasi daerah Kota Binjai menunjukkan

bahwa kapasitas dan kinerja inovasi pemerintah daerah semakin baik.
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Gambar II.32
Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kota Binjai

Sumber :  Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai, 2026

Target kinerja pembangunan terhadap indeks inovasi daerah Kota Binjai pada tahun 2025 sebesar

52,35 poin dan terealisasi menjadi 54,54 poin pada tahun 2025, dengan capaian kinerja pembangunan

sebesar 104,418 persen.

Gambar II.33
Capaian Target dan Realisasi Indeks Inovasi Daerah Kota Binjai

Sumber :  Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai, 2026

Indeks Inovasi Daerah Kota Binjai telah mencapai target menunjukkan bahwa pemerintah daerah

mampu memenuhi standar kinerja inovasi yang telah direncanakan, serta berada pada jalur yang tepat dalam

meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB adalah indikator ekonomi yang mengukur kontribusi pendapatan

dari pajak daerah terhadap total nilai ekonomi suatu wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa besar

pendapatan pajak daerah dibandingkan dengan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha

dan rumah tangga di daerah tersebut dalam satu tahun. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah

daerah memiliki kemandirian yang kuat dalam membiayai pembangunan.

Target kinerja pembangunan terhadap Rasio pajak daerah terhadap PDRB pada tahun 2025 sebesar

0,50 persen dan terealisasi menjadi 0,71 persen pada tahun 2025, dengan capaian kinerja pembangunan

sebesar 141,42 persen.
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Gambar II.34
|Capaian Target dan Realisasi Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (ADHB) di Kota Binjai Tahun 2025

Sumber :  Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, 2026

Rasio pajak daerah terhadap PDRB di Kota Binjai telah melebihi dari pencapaian target sebesar 0,50

persen, hal ini menunjukan kinerja pengelolaan pendapatan daerah yang sangat baik dan kemampuan

daerah dalam menggali potensi pajak dan mengelola pendapatan sudah efektif, sehingga mendukung

peningkatan kemandirian dan pembangunan daerah.

Rasio Konektivitas

Dalam sistem transportasi, konektivitas memainkan peran penting dalam sebuah penyelenggaraan

transportasi (terutama transportasi multi-moda). Konektivitas merupakan satu kesatuan dalam jaringan

transportasi. Konektivitas mengacu pada kerapatan sambungan di jalan atau jaringan jalan dan

kelangsungan dalam jaringan tersebut. Apabila konektivitas meningkat, jarak perjalanan menurun dan pilihan

rute meningkat atau semakin banyak, sehingga perjalanan lebih mudah dan dapat langsung berpindah cepat

antar tujuan, dan menciptakan sistem yang dapat diakses dan resilien. Semakin tinggi rasio konektivitas

transportasi, maka semakin baik aksesibilitas masyarakat ke berbagai tempat. Rasio konektivitas

transportasi adalah parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat aksesibilitas antar wilayah.

Target kinerja pembangunan terhadap ratio konektivitas pada tahun 2025 sebesar 90 persen dan

terealisasi menjadi 64,29 persen pada tahun 2025, dengan capaian kinerja pembangunan sebesar 71,43

persen. Rasio Konektivitas Kota Binjai belum mencapai target, artinya tingkat keterhubungan antar wilayah

melalui jaringan infrastruktur transportasi (seperti jalan atau sarana transportasi lainnya) masih lebih rendah

dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa aksesibilitas antar wilayah belum optimal

atau beberapa daerah mungkin masih sulit dijangkau karena keterbatasan jaringan transportasi.
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Gambar II.35
Capaian Target dan Realisasi Rasio Konektivitas di Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai, 2026

Belum tercapainya target rasio konektivitas di Kota Binjai menunjukkan perlunya peningkatan

pembangunan dan pemerataan infrastruktur transportasi agar konektivitas antar wilayah semakin baik dan

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun capian indikator kinerja daerah Kota Binjai pada aspek daya saing daerah dapat dilihat pada

tabel II.

Table II.3
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Binjai Pada Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2025

No Indikator Satuan Baseline
2024

Target
2025

Realisasi
2025

Capaian
Kinerja

III ASPEK DAYA SAING DAERAH

1 Tingkat Inflasi Persen 2,12 2,00-4,00 4,36 91

2 Indeks Ekonomi Hijau Daerah Poin n/a n/a N/A

3 Proporsi penduduk berusia 15
tahun ke atas (angkatan kerja)
yang berkualifikasi pendidikan
tinggi

persen 10 11 N/A

4 Persentase lulusan pendidikan
menengah tinggi yang bekerja di
bidang keahlian menengah tinggi
atau menjadi wirausaha

persen n/a 10 N/A

5 Koefisien Variasi Harga Antar
Wilayah

Persen n/a 10 15,89 158,9

6 Rasio PDRB Sektor Industri
Pengolahan

Persen 11,47 11,7 11,45 97,86

7 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Persen n/a 6 N/A

8 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan
Menengah (UKM)

Persen 96,51 96,4 100 103,73

9 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) Non Pertanian
pada Level Kota Binjai

Persen n/a 10,66 99,47 933,11

10 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan
Menengah (IKM) pada Level Kota
Binjai

Persen n/a 5,04 99,57 1.975,60

11 Rasio kewirausahaan daerah Persen 4,43 4,68 N/A

12 Rasio volume usaha koperasi
terhadap PDRB

Persen n/a 0,61 N/A
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13 Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi
Kreatif yang Memiliki HAKI

Jumlah n/a 1 13 1300

14 Proporsi Penciptaan Lapangan
Kerja Formal

Persen 54,69 54,89 77,35 140,92

15 Indeks Inovasi Daerah Poin/Skor 37,93 52,35 54,54 104,18

16 Persentase Pembentukan Modal
Tetap Bruto terhadap PDRB

Persen 33,62 33,62 100 297,44

17 Persentase Ekspor Barang dan
Jasa terhadap PDRB

Persen 26,96 27,25 N/A

18 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB Persen 40 40,05 N/A

19 Aset Dana Pensiun/PDRB Persen n/a 10 N/A

20 Inklusi Keuangan Poin 3,5 3,54 N/A

21 Rumah tangga dengan akses
hunian layak, terjangkau dan
berkelanjutan

Persen n/a 91,59 N/A

22 Rasio PDRB Penyediaan
Akomodasi Makan dan Minum

Persen 5,66 5,76 N/A

23 Jumlah Tamu Wisatawan
Mancanegara

Orang 3 3 1197 39900

24 Pertumbuhan PDRB Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan

Persen 3,94 4 7,62 190,5

25 Belanja Riset Rp. Milyar 0,47 0,51 0,8 156,86

26 Indeks Pembangunan Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Poin n/a 6,79 N/A

27 Indeks Masyarakat Digital
Indonesia

Poin 43,88 49,5 49,5 100

28 Return on Asset (ROA) BUMD Persen n/a -10,23 N/A

29 Rasio Pajak Daerah terhadap
PDRB

Persen 0,47 0,5 0,71 141,42

30 Indeks Kepuasan Layanan
Infrastruktur (IKLI)

Poin 83,3 84 N/A

31 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Poin 3,75 3 N/A

32 Rasio Konektivitas persen n/a 90 64,29 71,43

33 Pertumbuhan nilai investasi total Persen n/a 3 -45,36 -1512

Sumber : Pendataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai, 2026

2.4Aspek Pelayanan Umum
Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan

pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Kota Binjai dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi sebagai alat ukur sejauh mana instansi mampu menerjemahkan visi melalui

langkah-langkah strategis tata kelola yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik

yang berkualitas. Kondisi perkembangan indeks reformasi birokrasi Kota Binjai selama 3 (tiga) tahun terakhir

cendrung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,95 persen.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
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Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksana Reformasi Birokrasi

Instansi Pemerintah. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Binjai pada tahun 2024 berdasarkan

hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia memperoleh nilai 66,71 atau predikat B, sedangkan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota

Binjai pada tahun 2025 masih dalam proses penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi.

Gambar II.36
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Binjai

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Binjai, 2025

Indeks reformasi birokrasi Kota Binjai pada tahun 2022 sebesar 47,55 poin dengan predikat “C” dan

meningkat pada tahun 2024 menjadi 66,71 poin dengan predikat B. Gambaran tersebut menunjukkan

komitmen yang kuat dan berhasil mencapai lompatan besar dalam reformasi birokrasi pada tahun 2024,

melebihi pencapaian tahun-tahun sebelumnya, menandakan peningkatan substansial dalam tata kelola

pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang lebih efektif. Pemerintah Kota Binjai berkomitmen akan

terus melakukan peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil capaian

kinerja.

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang

diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Nilai indeks ini mencerminkan seberapa efektif,

efisien, dan responsif sebuah lembaga dalam melayani publik, serta seberapa baik tata kelola yang

diterapkan. Secara keseluruhan, Indeks Pelayanan Publik bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan

komitmen sebuah instansi dalam melayani masyarakat secara prima.

Target kinerja pembangunan terhadap Indeks Pelayanan Publik Kota Binjai pada tahun 2025 sebesar

4,01 poin dan terealisasi sebesar 3,32 poin pada tahun 2025, dengan capaian kinerja pembangunan sebesar

82,79 persen.
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Gambar II.37
Capaian Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Bagian Organisasi Pembangunan Setdako Binjai, 2026

Pemerintah Kota Binjai akan terus berupaya dalam meningkatkan Indeks Pelayanan Publik Kota Binjai

dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aspek standar pelayanan, kompetensi SDM,

sarana prasarana dan mekanisme pengaduan.

Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai kemajuan dan keberhasilan

upaya reformasi di bidang hukum. Indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif sistem hukum

di suatu negara atau wilayah dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan supremasi hukum. Indeks

Reformasi Hukum merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menjalankan

pilar-pilar utama reformasi hukum, yaitu:

a. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil: Memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten,

tanpa pandang bulu, dan bebas dari intervensi atau korupsi.

b. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan: Menilai bagaimana pemerintah menyusun dan menata

regulasi agar tidak tumpang tindih, kontradiktif, dan justru menghambat pembangunan.

c. Akses Keadilan yang Merata: Mengukur seberapa mudah masyarakat, terutama kelompok rentan,

dapat mengakses layanan hukum dan mendapatkan keadilan.

d. Reformasi Kelembagaan Hukum: Mengevaluasi kinerja lembaga penegak hukum (kepolisian,

kejaksaan, pengadilan) agar lebih profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Target kinerja pembangunan terhadap Indeks Reformasi Hukum Kota Binjai pada tahun 2025 sebesar

70 poin dan terealisasi menjadi 98,22 poin pada tahun 2025, dengan capaian kinerja pembangunan sebesar

140,31 persen.
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Gambar II.38
Capaian Target dan Realisasi Indeks Reformasi Hukum Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Bagian Hukum Setdako Binjai, 2026

Indeks Reformasi Hukum Kota Binjai tahun 2025 telah melebihi target, hal ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan program reformasi hukum telah berjalan secara efektif dan terukur. Capaian ini mencerminkan

meningkatnya kualitas penataan regulasi, harmonisasi peraturan, serta penguatan tata kelola hukum dalam

mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indikator yang memotret integritas sebuah lembaga pemerintah

melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau

mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper), datanya diperoleh melalui

Survei Penilaian Integritas (SPI) dan data tersebut dapat memberikan gambaran perihal risiko korupsi dan

kemajuan upaya pencegahan korupsi. Survei IIN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi

dan perbaikan sistem antikorupsi.

Target kinerja pembangunan terhadap Indeks Integritas Nasional (IIN) pada tahun 2025 sebesar 72,31

poin dan terealisasi menjadi 72,32 poin pada tahun 2025, dengan capaian kinerja pembangunan sebesar

100,01 persen.

Gambar II.39
Capaian Target dan Realisasi Indeks Integritas Nasional (IIN) Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Binjai, 2026

70,00

98,22

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Target RPJMD

Realisasi

2025

72,31

72,32

72,31 72,31 72,32 72,32 72,33

Target RPJMD

Realisasi



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027
43

Indeks Integritas Nasional (IIN) di Kota Binjai yang melampaui target menunjukkan adanya perbaikan

tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi, serta penguatan budaya integritas dalam birokrasi. Hal

ini mencerminkan keberhasilan strategi pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi yang berjalan efektif.

Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat

perkembangan demokrasi di Indonesia. IDI merupakan indikator komposit yang disusun oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

(Kemenko Polhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam

Negeri (Kemendagri). IDI dirancang untuk memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai kondisi

demokrasi di setiap Provinsi, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk perumusan kebijakan

pembangunan politik di tingkat Nasional dan daerah.

Target kinerja pembangunan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2025 sebesar 70 poin

dan terealisasi pada tahun 2025 sebesar 80,19 poin, dengan capaian kinerja pembangunan sebesar 114,56

persen.

Gambar II.40
Capaian Target dan Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Binjai Tahun 2025 (poin)

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai, 2026

Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Binjai telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD,

hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Kota Binjai telah mengalami kemajuan, ditandai dengan

meningkatnya kebebasan, partisipasi, dan kualitas tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan

kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas

jabatan. Indeks Profesionalitas ASN di Kota Binjai selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan

yang cukup signifikan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 24,08 persen. Indeks professionalitas ASN

Kota Binjai pada tahun 2022 baru mencapai 44,28 poin dan mengalami peningkatan pada tahun 2025

menjadi 78,73 poin

70

80,19

60 65 70 75 80 85

Target RPJMD

Realisasi



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2027
44

Gambar II.41
Perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Kota Binjai

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai

Target kinerja pembangunan terhadap Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2025 sebesar 81 poin

dan terealisasi menjadi 78,73 poin pada tahun 2025, dengan capaian kinerja pembangunan sebesar 97,20

persen.

Gambar II.42
Capaian Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Kota Binjai Tahun 2025

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Binjai
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Adapun capaian indikator kinerja daerah Kota Binjai pada aspek pelayanan umum dapat dilihat pada

tabel berikut :

Table II.4
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Binjai Pada Aspek Pelayanan Umum Tahun 2025

No Indikator Satuan Baseline
2024

Target
2025

Realisasi
2025

Capaian
Kinerja

IV ASPEK PELAYANAN UMUM

1 Indeks Reformasi Birokrasi Persen 66,48 70 66,71
(2024)

95,30

2 Persentase Penegakan Hukum
Peraturan Daerah

Persen 57,5 58 57,14 98,52

3 Indeks Pelayanan Publik Poin 4,01 4,01 3,32 82,79

4 Indeks Reformasi Hukum Poin 98,98 70 98,22 140,31

5 Indeks Integritas Nasional Poin 69,41 72,31 72,32 100,01

6 Indeks Demokrasi Indonesia Poin n/a 70 80,19 114,56

7 Jumlah Kerjasama Kota Binjai/ Kota
Kembar/ Bersaudara (Sister City)

Jumlah
Kerjasama

1 1 1 100

8 Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Obudsman)

Poin 93,15 93,15 93,15
(2024)

100

9 Persentase Capaian Pelaksanaan
Aksi HAM

Persen n/a 70 100 142,86

10 Proporsi Penduduk yang Merasa
Aman Berjalan Sendirian di Area
Tempat Tinggalnya

Persen n/a 90 N/A

11 Indeks Penyelenggaraan
Trantibumlinmas

Poin n/a 80 N/A

12 Indek Kepuasan DPRD Terhadap
Pelayanan Sekretariat DPRD

Persen 80% 85% 85% 100%

13 Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Layanan Administrasi
Kependudukan

Poin n/a n/a N/A

14 Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar
pemerintah

Poin n/a N/A

15 Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Obudsman)

Poin 93,15 93,15 93,15
(2024)

100

16 Indeks Profesionalitas ASN Poin n/a 81 78,73 97,20

Sumber : Pendataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai, 2026

2.5 Evaluasi Hasil Program RKPD Tahun 2025 dan Realisasi Terhadap Target Akhir RPJMD
Tahun 2025-2029

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pendidikan

kepada masyarakat untuk menjamin pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing

pendidikan melalui pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah,

pendidikan nonformal, serta pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah.

Pendidikan merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan intelektual seseorang.

Melalui pendidikan seseorang akan mampu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan
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psikomotoriknya. Pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan penduduk dan

keterampilan penduduk untuk mendukung pembangunan bangsa. Program pembangunan yang

dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan urusan

pemerintahan bidang pendidikan Kota Binjai Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan IV telah mencapai 62,41

persen dengan nilai rata-rata capaian kinerja program sebesar 67,66 persen. Mengenai capaian target dan

realisasi kinerja pembangunan urusan pendidikan Kota Binjai dapat dilihat pada tabel :

Table II.5
Capaian Realisasi Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan Kota Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 11,2 11,49 11,21 97,56

2 Harapan Lama Sekolah Tahun 14,18 14,27 14,19 99,44

3 Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SD persen n/a 59,16 N/A

4 Kemampuan Literasi Berkategori Baik Tingkat SMP persen n/a 59,16 N/A

5 Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SD persen n/a 48,23 N/A

6 Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Tingkat SMP persen n/a 48,23 N/A

7 Nilai AKIP Perangkat Daerah nilai 100 100 N/A

8 Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang
Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)

persen 100 100 99,5 99,50

9 Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang
disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan
khusus (APS)

persen 100 79,86 N/A

10 Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)

persen 100 100 N/A

11 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan
Kurikulum Muatan Lokal

persen n/a 99,02 N/A

12 Indeks Pemerataan Guru persen n/a 0,056 N/A

13 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik persen n/a 87,7 91 103,76

14 Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang
Diterbitkan/Diperbarui

persen n/a 90,11 N/A

15 Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra persen n/a 70,52 N/A

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Binjai, 2026
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2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat,

pencegahan dan pengendalian penyakit, peningkatan gizi, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan,

serta penyediaan dan pengelolaan sumber daya kesehatan sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat

dan pemerintah daerah.

Pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-

sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga,

kelompok, maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan perlu memperhatikan fasilitas, sebab fasilitas tersebut

akan menjadi tolok ukur untuk menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Program

pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan urusan

pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan) Kota Binjai Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan IV

telah mencapai 75,51 persen dengan nilai rata-rata capaian kinerja program sebesar 66,39 persen.

Mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan urusan kesehatan (Dinas Kesehatan) Kota

Binjai dapat dilihat pada tabel :

Table II.6
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Kota Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Cakupan UHC Persen n/a 87,41 N/A

2 Cakupan penemuan dan
pengobatan tuberkulosis (treatment
coverage)

Persen n/a 90 127,95 142,17

3 Angka keberhasilan pengobatan
tuberkulosis (treatment success
rate)

Persen 87 90 19,76 21,96

4 Cakupan Kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional

Persen 95,76 98,6 98,99 100,40

5 Jumlah Kematian Ibu (Kasus) Kasus 1 3 5,00 33,33

6 Prevalensi Stunting (Pendek dan
Sangat Pendek) pada Balita

Persen 22,3 18,2 22,3
(2024)

7 Nilai AKIP kategori /
poin

BB (77,6) BB 78 B/78 100,00

8 Persentase Peningkatan
Kompetensi SDM Bidang
Kesehatan

Persen 85% 88 18,63 21,17
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9 Persentase Cakupan Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan dan
Makanan Minuman

Persen 95% 95 100,00 105,26

10 Persentase Masyarakat Bidang
Kesehatan Yang di Berdayakan

Persen n/a 40 100,00 250,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Binjai, 2026

RSUD berfungsi sebagai unit organisasi khusus di bawah Dinas Kesehatan yang membantu

Bupati/Wali Kota dalam kebijakan teknis pelayanan kesehatan, penyembuhan, pemulihan, serta pencegahan

penyakit.

Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan urusan

pemerintahan bidang kesehatan (RSUD. Dr.RM. Djoelham) Kota Binjai Tahun 2025 Sampai Dengan

Triwulan IV telah mencapai 101,22 persen dengan nilai rata-rata capaian kinerja program sebesar 79,31

persen. Mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan urusan kesehatan (RSUD. Dr.RM.

Djoelham) Kota Binjai dapat dilihat pada tabel :

Table II.7
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan ( RSUD Dr.RM. Djoelham) Kota Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Nilai AKIP Perangkat Daerah Poin 70 70 BB

2
Presentase Rumah Sakit
Terakreditasi Paripurna

Persen 80% 80 100 125

3 Presentase Peningkatan Kompetensi
SDM Bidang Kesehatan

Persen n/a N/a 87,5 100

Sumber : RSUD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, 2026

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan infrastruktur memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Hadirnya pembangunan

infrastruktur memberikan perubahan bagi masyarakat sehingga keberadaannnya berhubungan dan

berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Program pembangunan urusan bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

5. Program Penataan Bangunan Gedung

6. Program Penyelenggaraan Jalan

7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
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Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan urusan

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Binjai Tahun 2025 Sampai Dengan

Triwulan IV telah mencapai 79,25 persen dengan nilai rata-rata capaian kinerja program sebesar 78,07

persen. Mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang Kota Binjai dapat dilihat pada tabel :

Table II.8
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Binjai Tahun 2025

No

Indikator

Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
(IKLI)

Poin 83,3 84 N/A

2 Akses Rumah Tangga Perkotaan
terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Persen n/a 0 N/A

3 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi
Aman

Persen n/a 5 2 40

4 Kapasitas Air Baku / Kapasitas
Tampungan Air

M3/Detik n/a 315,8 N/A

5 Nilai AKIP Perangkat Daerah Poin 56,11% 61% N/A

6 Persentase Peningkatan Perlindungan
Kawasan Permukiman Rawan Banjir

Persen 45% 75 10 13,33

7 Persentase jumlah rumah tangga yang
mendapatkan akses terhadap air
minum melalui SPAM jaringan
perpipaan

Persen 27% 28 16 57,14

8 Persentase peningkatan rumah tangga
yang menempati hunian dengan akses
sanitasi (Air limbah Domestik Layak
dan aman)

Persen 50% 50 12,56 25,12

9 Persentase bangunan gedung dalam
kondisi baik

Persen 90% 91% N/A

10 Persentase Panjang jalan dalam
kondisi Baik

Persen 92% 92 69,73 75,79

11 Persentase tenaga
operator/teknisi/analisis yang memiliki
sertifikat kompetensi pada pelaksanaan
kegiatan

Persen n/a n/a N/A

12 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan
Ruang

Persen 32,87% 37 38,3 103,51

13 Persentase Drainase dalam kondisi
baik

Persen 85% 85% N/A

14 Persentase Peningkatan Sampah yang
Dikelola di TPA/TPST Regional

Persen n/a n/a N/A

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penanataan Ruang Kota Binjai, 2026
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4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berkaitan dengan

penyelenggaraan perumahan serta penataan, pembangunan, dan peningkatan kualitas kawasan

permukiman agar layak huni, aman, sehat, dan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk secara pesat

terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, sehingga menimbulkan ancaman

meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Permasalahan di kawasan perumahan

dan permukiman, yaitu masih terdapat kawasan yang kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan

rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarananya kurang memadai antara lain kelayakan jalan

lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan (sampah, IPAL Komunal dan MCK) dan sistem drainase

lingkungan yang perlu ditingkatkan. Program pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1. Program Pengembangan Perumahan

2. Program Kawasan Permukiman

3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan urusan

pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman Kota Binjai Tahun 2025 Sampai Dengan

Triwulan IV telah mencapai 94,43 persen dengan nilai rata-rata capaian kinerja program sebesar 50,20

persen.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

berkaitan dengan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta

penyelenggaraan perlindungan masyarakat guna menciptakan rasa aman dan tertib dalam kehidupan

bermasyarakat. Pemerintahan memiliki fungsi memberikan perlindungan terhadap masyarakat (protective

function). Perlindungan kepada masyarakat berfungsi sebagai usaha dari pemerintah untuk memberikan

perlindungan terhadap masyarakat sehingga dapat mewujudkan ketertiban, rasa tenteram, dan rasa aman

kepada masyarakat. Program pembangunan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan

pada tahun 2025 adalah:

a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Binjai melaksakan program peningkatan ketentraman dan

ketertiban umum

Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan urusan

pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Satpol PP) Kota

Binjai Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan IV telah mencapai 88,86 persen dengan nilai rata-rata capaian

kinerja program sebesar 88,66 persen.

Mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan urusan pemerintahan bidang

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Satpol PP) Kota Binjai dapat dilihat pada

tabel :
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Table II.9
Realisasi Kinerja Pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

(Satpol PP) Kota Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Poin n/a 80 N/A
2 Persentase Penegakan Hukum Peraturan

Daerah
Persen 57,5 58 57,14 98,52

3 Terlaksananya sistem pelaporan capaian
kinerja dan laporan

Persen n/a 1 N/A

4 Junlah warga negara yang memperoleh
layanan akibat penegakan perda dan
perkada

Persen n/a 1 N/A

Sumber : Satpol PP Kota Binjai, 2026

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai melaksanakan program penanggulangan

bencana

Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan urusan

pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Badan

Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Binjai Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan IV telah mencapai

98,49 persen dengan nilai rata-rata capaian kinerja program sebesar 98,30 persen. Mengenai capaian target

dan realisasi kinerja pembangunan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Binjai dapat dilihat pada tabel :

Table II.10
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

(Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kota Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Indeks Penyelenggaraan
Trantibumlinmas

Poin n/a 80 N/A

2 Indeks Risiko Bencana Poin 103,2 103,18 154,65 150.08

5 Persentase Cakupan Penyebaran
Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Persen n/a 100 100 100

6 Persentase Penanganan Tanggap
Darurat Bencana

Persen n/a 100 100 100

7 Persentase Penanganan Pasca Bencana Persen n/a 100 0 0
8 Cakupan Penyebaran Informasi dan

Edukasi Rawan Kebakaran
Persen n/a 100 100 100

9 Cakupan Layanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Kebakaran

Persen n/a 100 100 100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, 2026
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6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial guna

memenuhi kebutuhan dasar warga negara, meningkatkan kualitas hidup, serta melindungi dan

memberdayakan masyarakat yang rentan. Pembangunan sosial diarahkan untuk memperluas pelayanan

kesejahteraan sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) terutama bagi penduduk yang mengalami kemiskinan, serta korban bencana

alam dan bencana sosial, dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penanganan masalah sosial.

Program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

1. Program pemberdayaan sosial

2. Program rehabilitasi sosial

3. Program perlindungan dan jaminan sosial

4. Program penanganan bencana

5. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Rata-rata Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan urusan

pemerintahan bidang sosial Kota Binjai Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan IV telah mencapai 90,88

persen dengan nilai rata-rata capaian kinerja program sebesar 72,96 persen. Mengenai capaian target dan

realisasi kinerja pembangunan urusan pemerintahan bidang sosial Kota Binjai dapat dilihat pada tabel :

Table II.11
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Kota Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Indeks Kesejahteraan Sosial Persen n/a 60 65 108,33

2 Nilai AKIP Perangkat Daerah Poin 55,11 60 N/A

3 Persentase SDM Kesejahteraan Sosial
yang Meningkat Kompetensinya dalam
Pelayanan Sosial

Persen n/a 65 100 153,85

4 Persentase Lembaga di Bidang
Kesejahteraan Sosial yang Meningkat
Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial

Persen n/a 80 100 125,00

5 Persentase Penyandang Disabilitas
Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya

Persen n/a 60 100 166,67

6 Persentase Anak Terlantar yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Persen 80 80 100 125,00

7 Persentase Lanjut Usia Terlantar yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Persen 84 85 100 117,65

8 Persentase Gelandang dan Pengemis
yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Persen 80 85 100 117,65

9 Persentase Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya
di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Persen 84 84 100 119,05

10 Indeks Kesejahteraan Sosial
Penyandang Disabilitas

Poin n/a 60 80 133,33
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11 Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut
Usia

Poin n/a 85 80 94,12

12 Indeks Peranan Sosial Poin n/a 65 N/A

13 Persentase Penerima Manfaat yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasar

Persen 99 99 N/A

14 Persentase Penerima Manfaat yang
Meningkat Kemandirian Ekonomi

Persen 99 99 N/A

15 Persentase Daerah yang
Melaksanakan Pengelolaan dan
Pendataan Data Fakir Miskin

Persen 99 99 N/A

16 Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar Persen n/a 62 N/A

17 Peningkatan Indeks Keberdayaan
Ekonomi

Persen n/a 74 N/A

18 Persentase Keluarga Miskin dan
Rentan Penerima Perlindungan Sosial
yang Tergraduasi dari Kemiskinan

Persen 0,4 1 31 3.100,00

19 Persentase Korban Bencana Alam,
Sosial dan/atau Non Alam yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada
Saat dan Setelah Tanggap Darurat
Bencana

Persen 99,08 100 100 100,00

20 Persentase Masyarakat di Daerah
Rawan Bencana yang Meningkat
Kesiapsiagaannya

Persen 0 60 100 166,67

21 Persentase Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Pemulihan
Sosial

Persen 0 60 N/A

22 Persentase Taman Makam Pahlawan
Nasional yang terkelola dengan baik

Persen 100 100 100 100,00

23 Jumlah Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan Dalam dan Luar
Negeri yang Mendapatkan Pelayanan
Pemulangan

Orang n/a n/a N/A

24 Persentase Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan yang
Tertangani

Persen n/a n/a N/A

Sumber : Dinas Sosial Kota Binjai, 2026

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Upaya perluasan lapangan kerja perlu dilakukan seiring dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerja

sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang

menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja pada periode tertentu,

dimana pengukurannya didasarkan pada perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia

kerja. Program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

2. Program Penempatan tenaga kerja

3. Program hubungan industrial

Selanjutnya mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan urusan pemerintahan bidang

tenaga kerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel
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Table II.12
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kota Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kota Binjai

persen n/a 68 66,92 98,41

2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Persen n/a 49,3 N/A

3 Persentase penyandang disabilitas bekerja di
sektor formal

Persen n/a 18,25 100 547,95

4 Jumlah penyandang disabilitas yang
mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan
Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau
dari Dinas yang menangani bidang
ketenagakerjaan

Jumlah
Penyandang
Disabilitas

5 6 4 66,67

5 Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan di tingkat kota

Unit 1 1 1 100,00

6 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Persen 54,69 54,89 77,35 140,92

7 Nilai AKIP Perangkat Daerah Poin 63,66 64,41 N/A

8 Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun
Rencana Tenaga Kerja

Persen 81,25% n/a N/A

9 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas
yang Meningkat Produktivitasnya

Persen n/a 1,50 1,5 100,00

10 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di
Dalam Negeri

Persen 73,75 73,8 48,18 65,28

11 Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang
Menerapkan Perlindungan Hak - Hak Pekerja
dan Dialog Sosial

Orang 8.240 8.260 6628 80,24

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai, 2026

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,

meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran

perempuan sebagai pengambil keputusan. Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Program pembangunan yang

dilaksanakan pada tahun 2025 adalah :

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

2. Program perlindungan perempuan

3. Program peningkatan kualitas keluarga

4. Program pengelolaan sistem data gender dan anak

5. Program pemenuhan hak anak

6. Program perlindungan khusus anak

Selanjutnya mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan urusan pemerintahan bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2025 dapat dilihat pada tabel :
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Table II.13
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Indeks Pembangunan Gender
(IPG)

poin 91,38 91,4 91,85 (2024) 100,49

2 Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja Perempuan

Persen n/a 49,3 49,12 (2024) 99,63

3 Indeks Perlindungan Anak Poin 67,59 n/a 71,20 (2024) 100

4 Indeks Perlindungan Khusus
Anak (IPKA)*

poin n,a 67,62 86,12 (2024) 127,36

5 Indeks Ketimpangan Gender
(IKG)*

poin 0,299 0,295 0,299 (2024) 101,36

6 Nilai AKIP Perangkat Daerah nilai 64,16 70 67,31 96,16

7 Proporsi perempuan dewasa
dan anak perempuan (umur
15-64 tahun) mengalami
kekerasan (fisik, seksual,
atau emosional) oleh
pasangan atau mantan
pasangan dalam 12 bulan
terakhir

persen 0,019 0,016 0,01 137,5

8 Pembelajaran Keluarga
(Puspaga) yang Berperspektif
Gender dan Hak Anak Sesuai

poin 100 100 80 80

9 Tingkat Pemanfaatan Data
Gender dan Anak dalam
Perencanaan, Evaluasi
dan/atau Penyusunan

persen 80 82 80 97,56

10 Indeks Pemenuhan Hak Anak
(IPHA)

poin 0 63,2 67,89 (2024) 107,42

11 Persentase Anak
Memerlukan Perlindungan
Khusus yang Mendapatkan
Layanan Komprehensif

persen 100 100 100 100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pembangunan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan

distribusi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta

peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui upaya pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan

pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas unggulan. Program pembangunan

yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

3. Program penanganan kerawanan pangan

Selanjutnya mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan urusan pemerintahan bidang

pangan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Table II.14
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kota Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Prevalensi Ketidakcukupan
Konsumsi Pangan

Persen 7,63 7,48 9,22 76,73

2 Indeks Ketahanan Pangan Poin 87,25 88,22 N/A

1 Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) Skor 67,91 68 B

2 Persentase Jumlah Cadangan
Pangan (Persentase)

Persen 5 5 14,78 295,60

3 Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) Nilai 90,4 92,4 89,31 96,66
4 Persentase Daerah Rentan Rawan

Pangan (%)
Persen 56,75 51,35 N/A

5 Persentase Pangan Segar yang
Memenuhi Persyaratan dan Mutu
Keamanan Pangan (Persentase)

Persen 24 43,31 0 0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Binjai yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan

kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka

memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan

sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan kegiatan yang penting dan harus dilakukan. Kegiatan ini

bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab

semua pihak. Pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan wujud upaya untuk mencapai Pembangunan

Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa

mengabaikan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Program pembangunan yang

dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

6. Program Pengelolaan Persampahan

Selanjutnya mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan urusan pemerintahan bidang

lingkungan hidup tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Table II.15
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 60,81 74,19 61,54 82,95

2 Indeks Kualitas Air (Indeks) Poin 53,33 82,89 55,33 66,75
3 Indeks Kualitas Udara (Indeks) Poin 88,51 80,82 88,51 109,51

4 Indeks Kualitas Lahan (Indeks) Poin 22,4 46,99 22,40 47,67

5 Proporsi Rumah Tangga dengan
Layanan Penuh Pengumpulan
Sampah

Persen n/a 72 N/A

6 Persentase Timbulan Sampah
Terolah di Fasilitas Pengolahan
Sampah

Persen n/a 60 63,02 105,04

7 Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) Nilai 66,71 70 N/A

8 Persentase Rekomendasi Kajian
Lingkungan Hidup yang
Ditindaklanjuti (Persentase)

Persen n/a 66,66 N/A

9 Persentase RTH (Persentase) Persen 14,25 15,25 N/A

10 Persentase Tutupan Lahan pada
Sempadan DAS (Persentase)

Persen n/a 100 N/A

11 Persentase Limbah B3 yang
Terkelola (Persentase)

Persen n/a 45,45 N/A

12 Ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh pemerintah
daerah Kab/Kota (%)

Persen n/a 100 N/A

13 Persentase Penyuluh Lingkungan
Hidup yang Ditingkatkan
Kompetensinya (Persentase)

Persen n/a 100 N/A

14 Porsi EBT dalam Bauran Energi (%) Persen n/a 1 N/A
15 Persentase Partisipasi Masyarakat

dalam Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Persentase)

Persen n/a 100 N/A

16 Persentase Penyelesaian
Sengketa/Kasus Tindak Pidana
Lingkungan Hidup (Persentase)

Persen n/a 100 N/A

17 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
(IKPS) (poin)

Poin n/a 30 N/A

18 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas
Pengolahan Sampah ((%))

Persen n/a 60 63,02 105,04

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai, 2026

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan murah untuk masyarakat diwujudkan dalam

bentuk pengurusan kartu tanda penduduk, pengurusan pajak daerah serta pengurusan izin-izin usaha.

Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan

dengan melakukan modernisasi dan penerapan sistem teknologi berbasis elektronik. Program

pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah:

1. Program Pendaftaran Penduduk
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2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Selanjutnya mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan urusan pemerintahan bidang

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2025 dapat dilihat pada tabel

Table II.16
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Layanan Administrasi Kependudukan

Poin n/a n/a N/A

2 Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) Nilai 97 100 N/A
3 Persentase kepemilikan Identitas

Kependudukan Digital (IKD) (%)
Persen 4,34 5 5,1 102,00

4 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas
Anak (Persentase)

Persen 58,75 69,25 65,06 93,95

5 Rate Nett Recent Migrasi (Nilai) Nilai 0,94 0,95 0,03 3,16

6 Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan
bagi yang Melaporkan (Persentase)

Persen 99,87 99,88 100 100,12

7 Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan
bagi yang Melaporkan (Persentase)

Persen 48,25 70,15 17,06 24,32

8 Persentase Akta Perkawinan yang
Diterbitkan bagi yang Melaporkan
(Persentase)

Persen 78 85,85 81,01 94,36

9 Persentase Akta Perceraian yang
Diterbitkan bagi yang Melaporkan
(Persentase)

Persen 78,21 78,23 71,18 90,99

10 Persentase Informasi Kependudukan yang
DImanfaatkan (Persentase)

Persen 100 100 100 100

11 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
(Persentase)

Persen 1 1 1 100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, 2026

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat,

perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi, pengembangan lembaga keuangan,

serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya

meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya dengan menanamkan nilai-

nilai budaya seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban yang menjadi bagian pokok

dari upaya pemberdayaan. Program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2025 adalah Program

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum adat.

Selanjutnya mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan urusan pemerintahan bidang

pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2025 dapat dilihat pada tabel
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Table II.17
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota

Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi
Capaian
Kinerja

1 Persentase Fasilitasi
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD)
(Persentase)

Persen 90 92 90 97,83

2 Persentase Fasilitasi
Pemberdayaan Lembaga Adat
Desa dan Lembaga Masyarakat
Hukum Adat (Persentase)

Persen 0 15 N/A

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai, 2026

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja dan

keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran,

memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program Keluarga Berencana (KB). Program

pembangunan yang dilaksanakan tahun 2025 meliputi:

1. Program Pengendalian Penduduk

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Selanjutnya mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan urusan pemerintahan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2025 dapat dilihat pada tabel :

Table II.18
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025,00

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)
(Jiwa)

Persen 2,14 2,1 2,09 99,52

2 Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) Skor 61,56 65,00 N/A

3 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age
Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran
per 1000 WUS 15-19 tahun)

Persen 13.3-12.5 12.5-12 10,00 83,33

4 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan
(KTD) (Persentase)

Persen 9,90 9,00 N/A

5 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern
Contraceptive (mCPR) (Persentase)

Persen 64,90 65,50 65,59 100,14

6 Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok
Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)

Poin 46,60 47,00 N/A

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, 2026
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9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan trasportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga Negara

yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan trasportasi dari waktu ke waktu selalu

mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan

pelayanan transportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya.

Kebijakan pembangunan sistem trasportasi yang sedang dilaksanakan hendaknya dipadukan dalam

sebuah bingkai sistem trasportasi yang berkelanjutan yaitu suatu sistem yang memungkinkan kebutuhan

akses yang mendasar dari masyarakat dapat terpenuhi dengan selamat, terjangkau, efisien, memberikan

pilihan moda trasportasi, dan mendukung perkembangan ekonomi. Selain itu pembangunan sistem

trasportasi berkelanjutan membatasi emisi/limbah, dan meminimasi konsumsi sumberdaya yang tak

terbarukan. Program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2025 adalah Program Penyelenggaraan Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Selanjutnya mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan

urusan pemerintahan bidang Perhubungan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel

Table II.19
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Binjai Tahun 2025

No Indikator Satuan Capaian
2024

2025

Target Realisasi Capaian
Kinerja

1 Rasio Konektivitas persen n/a 90 64,29 71,43

2 Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai) Nilai 61,01 63 N/A

3 Konektivitas Darat (Persentase) Persen 363 365 N/A

4 Persentase Kelengkapan Jalan
yang telah Terpasang terhadap
Kondisi Ideal (Persentase)

Persen 86,15 86,15 N/A

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Binjai, 2026

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi,

dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses

oleh masyarakat dan menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen

masyarakat. Pembentukan program pembentukan masyarakat informasi, dari sisi pasokan dilaksanakan

melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat

dan program peningkatan implementasi e-government sampai tingkat daerah. Program pembangunan yang

dilaksanakan tahun 2025 terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

2. Program Aplikasi Informatika

Selanjutnya mengenai capaian target dan realisasi kinerja pembangunan urusan pemerintahan bidang

komunikasi dan informatika tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































